PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/ o¢, /DPRD/VI/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Menimbang

Mengingat

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

a. . bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah
melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah, yang dilaksanakan oleh gabungan
Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka bersama dengan Perangkat Daerah teknis, dan
telah tercapai persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka,;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor S5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l
termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partaij
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturab Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian

dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Bangka (Berita
Dacrah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 15)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1
Tahun 2021.
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MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka,
yang berjudul:

« Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045"

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka.

Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Pj. Bupati,
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 0S Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
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